
DPUPR TEMANGGUNG MULAI PERBAIKI JALAN RUSAK AKIBAT HUJAN 
DAN BANJIR
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Isi Berita: 
emanggung  (ANTARA)  -  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang 
(DPUPR) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, mulai melakukan perbaikan 
jalan rusak akibat hujan dan banjir.
Kepala  DPUPR  Kabupaten  Temanggung  Hendy  Wahyu  Noerhidayat  di 
Temanggung, Selasa, menyampaikan perbaikan ini mengerahkan enam Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) untuk menyelesaikan penambalan di 207 ruas jalan.
Menurut dia, anggaran perbaikan jalan tahun 2025 sekitar Rp4 miliar sama 
seperti tahun lalu.
Ia  menyampaikan  DPUPR  Kabupaten  Temanggung  mulai  melakukan 
perbaikan jalan rusak akibat hujan dan banjir.
Menurut dia, proses penambalan jalan dimulai hari ini setelah sebelumnya 
tim melakukan survei dan identifikasi lokasi kerusakan.
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"Hari ini perbaikan dilakukan di jalan lingkar Walitelon Kota Temanggung, 
karena  aspal  mengelupas  hingga  menimbulkan  lubang  di  badan  jalan," 
katanya.
Ia menyebutkan kerusakan jalan ini karena badan jalan tergenang air saat 
hujan lebat serta diterjang banjir dari saluran irigasi yang meluap ke jalan, 
selain itu juga akibat kendaraan truk dengan muatan melebihi tonase yang 
melintas setiap hari.
"Kami masih punya stok di gudang, yang sekiranya masih bisa digunakan di 
bulan ini, nanti setelah itu langsung pengadaan aspalnya, sehingga kita bisa 
melakukan  pemeliharaan  rutin  tanpa  harus  berhenti,  yaitu  dengan  stok 
material 2024 dan yang nanti dianggarkan di 2025," katanya.
Ia menyampaikan ditargetkan perbaikan jalan rusak ini selesai pada akhir 
Januari 2025, sehingga upaya ini memberikan keamanan dan kenyamanan 
bagi para pengendara. (Heru Suyitno)

Smber Berita:
1. https://jateng.antaranews.com/berita/565878/dpupr-temanggung-mulai-

perbaiki-jalan-rusak-akibat-hujan-dan-banjir,  “DPUPR  Temanggung 
mulai perbaiki jalan rusak akibat hujan dan banjir”, tanggal 7 Januari 
2025.

2. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kerusakan-jalan-selama-musim-
penghujan-dpupr-temanggung-siap-perbaiki/,  “Kerusakan  Jalan  Selama 
Musim Penghujan, DPUPR Temanggung Siap Perbaiki”, tanggal 7 Januari 
2025.

Catatan : 
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan 

Keuangan Daerah
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a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan 
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24
1) ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Semua  Penerimaan  daerah  dan 

Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
2) ayat  (3)  menyatakan  bahwa  Pengeluaran  Daerah  sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a) Belanja Daerah; dan
b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal  49  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Belanja  Daerah  sebagaimana 
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri 
atas: antara lain b. belanja modal.

e. Pasal  65  menyatakan  bahwa  Belanja  modal  sebagaimana  dimaksud 
dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, 
dan  jaringan,  digunakan  untuk  menganggarkan  jalan,  irigasi,  dan 
jaringan  mencakup  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  yang  dibangun  oleh 
Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah 
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja  Daerah,  3.  Ketentuan  Terkait  Belanja  Modal,   d.  Kelompok 
belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan,  digunakan  untuk  menganggarkan  jalan,  irigasi,  dan  jaringan 
mencakup  jalan,  irigasi,  dan  jaringan  yang  dibangun  oleh  Pemerintah 
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Daerah  serta  dimiliki  dan/atau  dikuasai  oleh  Pemerintah  Daerah  dan 
dalam kondisi siap dipakai. 

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai 
sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum 
maupun pendapat suatu instansi
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